BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Reformasi birokrasi pemerintahan Berdasarkan Sistem merit (Studi Tentang
Penerapan Sistem Merit pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten kupang) sangatlah
penting dalam menunjang birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dimana reformasi birokrasi diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan
pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi
pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk
mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Secara normatif didalam Peraturan
MENPAN No. PER/15/M.PAN/7/2009, Tentang: Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Dimana dalam penelitian ini penulis
mengacu pada aspek kecakapan praktisdan kecakapan teoritis berdasarkan indikator-
indikator penelitian serta hasil analisa yang didukung dengan data yang diperoleh melalui
wawancara terhadap informan dan observasi di lapangan, maka penulis dapat

mengemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1. Reformasi birokrasi pemerintahan Berdasarkan Sistem merit sangatlah penting dalam

menunjang birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Masih minimnya kecakapan teoritis yang dimiliki oleh pegawai atau pejabat BKD,

dimana dapat dilihat darilangkah awal pegawai atau pejabat BKD dalam melakukan
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pengangkatan, penemparan, dan pengawasan serta pembimbingan terhadap PNS
secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan tugasnya yakni dalammenghasilkan
pegawai atau pejabat yang terampil dan handal perlu adanya suatu perencanaan dalam
menentukan pengangkatan pegawai dan promosi jabatan yang akan mengisi
pekerjaan yang dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara prima belum
dilakukan secara professional, netral, dan sejahterah.

Masih minimnya kecakapan praktis pegawai ataupun pejabat dalam lingkup Badan
Kepegawaian Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil.
Dapat dilihat dari pelayanan kepada pegawai ataupun pejabat dalam pengangkatan,
promosi jabatan dan penempatan pegawai masih memandang emosional kedekatan,
unsur agama, suku dan ras serta pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya
dilakukan secara profisional, netral dan sejahterah.

. Diklat dan diklat teknis yang diikuti menunjukan minimnya kecakapan teoritis dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada Pegawai Negeri Sipil ataupun pejabat
yang akanberdampak pada pelayanan yang kurang prima kepada masyarakat umum,
etika organisasi,dinamika kelompok, komunikasi yang efektif.

Masih minimnya kecakapan teoritis yang dimiliki oleh pegawai ataupun pejabat
lingkup Badan Kepegawaian Daerah, dimana Lulus seleksi melalui lelang jabatan
yang dilakukan oleh panitia seleksi BKD belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan
aturan dan syarat-syarat yang sering digunakan oleh panitia seleksi dalam penentuan
kelulusan lelang jabatan.

Minimnya kecakapan teoritis yang dimiliki oleh pegawai atau pejabat lingkup BKD

dalam memberikan seleksi berdasarkan syarat diklat dan pengalaman kerja belum
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dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh
calon pejabat dan tanpa melihat pada kecakapan praktis yang dimiliki oleh seorang
pegawai atau pejabat dalam kesehariannya bekerja yang memperlihatkan prestasi
kerja yang baik.
B. SARAN

1. Dalam penempatan pegawai atau jabatan, Tim seleksi benar-benar melakukan
tugasnya tanpa melihat pada faktor politik, emosional kedekatan, dan faktor agama,
suku dan ras.

2. Penempatan pegawai dalam jabatan melihat pada kecakapan praktis dan kecakapan
teoritis yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.

3. Analisa jabatan dan pengalaman kerja benar-benar diseleksi dan mengikuti aturan-
aturan serta syarat-syarat yang ditentukan.

4. Sumber daya manusia harus diperhatikan dalam penunjukan dan penempatan seorang

pegawai negeri sipil.
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